PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BONTANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;

bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 153 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPIPD) Tahun 2005-2025 sebagai pedoman penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun
2005-2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

TTeaodarna I Tndarnsy Narmar 248 Tahunm MMYiA tentanco Sictearm Perencanaan



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

12. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara
Tahapan  Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Perencanaan

Pembangunan;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005-2025; "

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan



mewujudkan visi dan misi;

14. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Daerah untuk mencapai tujuan;

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Kota Bontang periode 2005-2025
dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025.

(2) RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2
ayat (2) berisi:

Bab 1. Pendahuluan

Bab I1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab HI. Analisis Isu-isu Strategis

Bab IV. Visi dan Misi Daerah

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab VI Kaidah Pelaksanaan

Pasal 4

(1) RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 menjadi pedoman dalam
penyusunan RPIMD Kota Bontang.

(2) RPIMD Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi,
misi, dan program Walikota.

BAB Il1
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPIPD Kota Bontang Tahun 2005-2025.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan



Pasal 6

Ketentuan mengenai RPIMD yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 24 Oktober 2011

WALIKOTA BONTANG
ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

B
ASMUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN NOMOR 24



